Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Islam by Ismail, Ismail
PENINJAUAI\ KEMBALI PUTUS$I
PENGADILAhT AGAMA DITINJAU DARI HT}KT}M
ISLAM
SKRIPSI
Diajukan Untuh Memeruhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Huhm Islam Padalurusan Huhtm Pidana dan KetatanegoraanfafuItn




FAKULTAS SYARIAH DA}t HUKUM







fiAe eatl itrytn fridup
JWanek&afrsnnati
lJryi lihe AnL it'ugin t nti
Jllafrefrutafran gh&q
JituImt o@ 
-I(ESABARANP d,ilul,ft dalm. dare pvaam
mil,Nrsin Mke Mnw a@aUbmda M4 umtan pefiam*
trarya iai kupartobahlsan Untuk,:
Ay'rhanda tercinta ffirbaned, drn Bunda
Rutrainah, serta kakdcku dan adilcku
tercinta dan esl.unrb keluarge.
PENGESAHAN SKRIPSI
.Skripsi yang berjudul'?eninjeuan Kembali Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari
Hukum Islam" Yang disusun oleh Ismail NIM: 10300106031, matrasiswa Jurusan Hukum
Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'atr dan Hulnrm UIN Alauddin Makassar, telah diuji
dan dipertahankan dalam sidang tnunaqaryah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tarygal27
Mei 2010 M, bertepatan dengan 13 Jumadil akhir 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum,
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).
Makassar, 27 MLei 2010M-








Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
Drs. Hamzah Hasano M.HI.
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin,M.Ag
Dr. Abdillah Mustari, S.eg. t'l.AE .
Drs. M. ThahirMaloko, M.HI.
Dra. Nila Sastra Wati. M.Si.
Diketahui oleh:
. . . . . . . . . . . . . . )
NIP: 195810221987$ rcA2
PERSETUJUA}{ PEMBIMBING
Pembimbing penulis skripsi saudara Isrnail, Nim; 10300106031, Mahasiswa
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegarzun pada Fakultas Syari'ah UIN Alauddin
Makassar setelah dengan seksama mefieliti dan mengoreksi skripsi yang b€rsanghrffi
dengan Judul Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agawa Ditinjau Dori Hukum
Islam, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan
dapat disstujui untuk diajukm ke sidang rnsekasyah.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lar{ut.
Makassar, 17 Mei,2010
Pembimbing II
Dra. Nila Sashawati. M.Si




1rtr..b S ,!l, .; r:ri.r ir+l-.lnlb *Llfrt ,j.$l *f1..llJ iI*aS3 iprldf iil & srll
ra Ll.ayr.pi
Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat rahmat
dan hidayah-Nya jualalu S*ripsi ini berhasil diselesaikan sesuai target waktu yang
telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembalrkan kepada nabi besar
Muharnmad saw., beserta segenap keluarga dan sahabamya yang telatr mewariskan
berbagai mncam hukum sebagai pedoman umatnya
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalacr penyusuum Slaipsi ini banyak
mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu
Penulis mengucapkan banyak terima lnsih kepada:
l. Kedua orang tua serta kakak-kakak dan adik-adik penulis yang telah
membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan shdi dai
jenjang Pendidikan Dasar sampai padajenjang Perguruan Tinggr saat ini.
2. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asseo M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah dan memberi
kebijakan kepada Penulis dari berbagai hal apapun.
3. Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan
ketatanegaraan, Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan yang
banyak Penulis dalam proses belajar.
4. Bapak Drs. M. Thahir Maloko, M.HI. selaku pernbimbing I dao Ibu Dra. Nila
Sashwati, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah
111
membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini yang dengan bimbingan,
arahan, serta berbagai kdtikan dan pemikiran yang ditolerirkan memacu
semangat Penulis untuk lebih jauh melalrukan jihsd intelefuual, kepada
keduanya Penulis menghaturkan banyak terima kasih.
5. Buat senior-senior tipalayo terkhusus kanda Basri aco, Spdi, Rahimuddin,
Spdi, As'ad Sattari, Spdi, Mawan, SH, yang telatr menrberikan amhan-aratran
selarna penulis menempuh jenjang penyusunan Skripsi, saudara-saudara
seperjuangan mandar Tipalayo yakni: Achiel, Lheman, A'dal, Uttank,
Ucchien, Unche& Hadi, Aqe, Suhar, Yaya', Awhy, Kalaki, serta teman-teman
di pondok Mawar terkhusus Muslimah dan temao-teman di pondok mdani
yang tergabung dalam Tipalayo Community.
6. Kepada Saudara-saudara seperjuangan di lokasi KKN 2010 yaitu: Andik4
Akbar, Amhien, Ithq Bunda Lya, Elha', Dind4 Bunda Fajrin and Rany yang
tak henti-hentinya memberikan motivasi dalam penyusrman SKRIPSI ini.
Akhimya kepada semua pihab Penulis senantiasa mendoakan semoga segala
bantuan yang telatr diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tak terhingga
dari Allah swt.











: Syari'ah dan llukum / Ilukum Pidana dan Ketatanegrraon
: Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari
Hukum Islam
Skripsi ini meneliti dua buah permasalahan, yakni: Bagaimana lasan
putusan pengadilan sehingga dapat ditinjau kembali menurut hukum Islam dan
bagaimana tatacara peninjauan kembali putusan pengadilan ditinjau dari
hukum Islam. Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis mengumpulkan
data melalui library research Data yang terkumpul, penulis mengolah dengan
menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif.
Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur
bagaimana Cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan
perantaraan hakim. Asas-asas peradilan agama, yakni personalitas keislaman,
kebebasan, perdamaian, sederhana, cepat dan biaya ringan, terbuka untuk
umum, legalitas, dan memberi bantuan.
Peninjauan Kembali merupakan penyelesaian atau pemeriksaan ulang
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. tetap. Pihak yang
mengajukan peninjauan kembali adalah pihak, yang berperkara sendiri dan ahli
warisnya. Pihak yang berwenang mengadili adalah di Mahkamah Agung.
Alasan putusan pengadilan yang dapat ditinjau kembali adalah
adanya alat-alat bukti yang sangat menentukan ditemukan setelah putusan
dijatuhkan. Adanya kekeliruan atau kesalahan yang nyata dari pihak hakim,
seperti kesalahan dalam menerapkan hukum formil, Adanya kesalahan yang
nyata dari piliak hakim baik menyalahi hukum materil maupun salah dalam
menerapkan hukum formil. Tatacara peninjauan kembali atas kekeliruan
putusan hakim adalah disampaikan di kepaniteraan pengadilan. Permohonan
dalam bentuk tertulis atau lisan dan menyebut alasan. Mengirim salinan
permohonan, kepada pihak lawan Tenggang waktu pengiriman salinan putusan
selambat-lambatnya 14 hari setelah penerimaan permohonan. Pihak lawan
mengajukan jawaban. Tenggang waktu untuk- mengajukan jawaban 30 hari
dari tanggal penerimaan salinan permohonan peninjauan kembali.
Pandangan hukum Islam tentang peninjauan kembali putusan
pengadilan adalah sesuai dengan tuntutan keadilan, yakni dengan adanya
peninjauan kembali putusan pengadilan merupakan suatu vpaya hukum akan
pentingnya keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan sebagai manisfestasi
adanya hak-hak asasi setiap manusia.
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A. Latar Belakang Masalah
Hakim adalah pemegang kunci terakhir dalam suatu perkara di
pengadilan, karena keputusannyalah yang menentukan kalah atau menangnya
pihak yang berperkara, dihukum atau tidaknya si terdakwa, dan berat ringannya
hukuman bagi yang telah dijatuhkan putusan. Oleh karena itu, seorang hakim
harus benar-benar obyektif dan adil dalam menetapkan hukum terhadap suatu
perkara.
Pada putusan hakim, sudah terkandung segala macam kekuatan
hukum yang bersifat mutlak. Putusan hakim sudah mempunyai kekuatan
mengikat yang mutlak kepada pata pihak, orang yang mendapat hak dari
mereka atau kepada ahli warisnya. Juga dengan sendirinya menurut hukum,
telah mempunyai kekuatan pembuktian yang telah mutlak kepada para pihak
serta sekaligus mempunyai kekuatan eksekutorial yangmutlak kepada mereka.l
Akan tetapi di balik semua itu pembuat Undang-Undang sadar dan
realistic. Hakim adalah manusia biasa Yang tidak luput dari kekhilafan,
jangkauan kemampuannya selalu terbataso yang suatu waktu bisa lalai dan
' 
Lihat M. Yahya Harahap, Kedudakan Kewenangan Don Acara Peradilan
Agama (Jakara: Pustaka Kartini, l99O), haL 447 .
khilaf dalam memutuskan perkara. Sekalipun suatu perkara telah melalui
terhadap pemeriksaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding
dan kasasi, pada suatu ketika bisa saja mereka lalai, khilaf dan sebagainya.
Kemungkinan lain bisa terjadi apabila. putusan didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti oleh hakim pidana dinyatakan palsu,
atau setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
Ataukah apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu
kekeliruan yang nyata dari hakim, seperti ternyata salah dalam menerapkan
hukum, baik hukum materil maupun formil.2
Istilah peninjauan kembali dijumpai dalam Undang-Undang No. 14
tahun 1970Pasal2l:
Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan
undang-und*g, terdapat putusan pengadilan, yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dari pidana oleh pihak-pihak
yang berkepentingan.'
Dengan demikian demi terwujudnya keadilan dan kebenaran, maka
setiap putusan. hakim yang dianggap keliru, dapat diadakan peninjauan
' 
Lrhat Sudikmo Mertokusumo, Hukum Perdata Indonesia (Yoryakarta : Liberly, hal. 198.3 Anonim, Kumpulan Lenghap Peraturan Peru-ndangUndangan dalam Lingkungan
Peradilan Agama (Jakarta: AlHikmah, 1993), hal. I10.
kembali. Suatu upaya yang luar biasa, memeriksa dan mengadili atau memutus-
kan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menanggapi hal tersebut, hukum Islam merupakan. hukum yang inti
ajarannya adalah kebenaran dan keadilan Hukum Islam menghendaki agar para
hakim yang diberikan amanah untuk menyelesaikan suatu perkara, hendaknya
menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan dan kebenaran.
Keadilan merupakan amanah dari Allah yang wajib dijalankan oleh
Hakim sebagai penegak hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban dan
keadilan- Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4):105:
'ryu1.ji(vs"W o-u:i t+ q5i'&. f;*r.F, e$i,tUlu;i{l
*6lt+t
Terjemahannya:
Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran. Supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang
telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang
(orang-orang yang tidak bersalah). Karena (membela) orang-orang
khianat. a
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an
sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan, karma kebenaran dan keadilan
sesungguhnya dalah A1-Qur1a6 sehingga tidak boleh menyelewengkan atau
mencari-cari kesalahan orang yang benar, dan membenarkan orang bersalah,
a Departemen Agama F*l, AI-Qur -an dan Terjemahonnyo (Semanng: Toha Putra,
1995) hal. 139.
dengan dalil nash.
Begitu pula hakirn tidak diperkenankan memeriksa atau memutuskan
perkara yang apabila salah satu di antara kedua pihak ada rasa permusuhan,
ataukah salah satu pihak adalah isteri, ayah atau saudaranya, siapa saja yang
memungkinkan untuk memihak.s
Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim yang diberi amanah
untuk menyelesaikan perkara, hendaklah menyelesaikan dengan seadil-adilnya.
Karma hakimlah yang akan menentukan kalah menangnya salah satu pihak
yang berperkara, atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada si
terdakwa. Putusan hakim merupakan putusan yang sudah mutlak dilaksanakan,
dan tidak dapat diganggu gugat lagi
B. Rumusan dan Batusan Masalah
Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan, pokok masalah yang
timbul adalah: Bagaimana peninjauan kembali ditinjau dari hukum Islam ?
Pokok masalah tersebut, dapat dijabarkan dalam dua sub Masalah
sebagai berikut:
1. Bagairtrana alasan putusan pengadilan sehingga dapat ditinjau kembali
menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana tataeara peninjauan kembali putusan pengadilan ditinjau
dari hukum Islam?
5 Lihat Muhammad salam Madkvr, At-QadIa Fil Islam (http: Daar Nandah), hal. 94.
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C. Hipotesis
Dari permasalahan tersebut, dapat diberikan jawaban sementara
sebagai berikut:
1. Alasan'alasan putusan pengadilan yang dapat ditinjau kembali, yakni:
adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum formal dan kekeliruan
dalam menerapkan hukum materiil, dan sebagainya.
2. Tatacara peninjauan kembali, antara lain: disampaikan
di Kepaniteraan pengadilan, permohonan berbentuk tertulis dan
menyebut alasan, membayar biaya perkara yang diperlukan, pengiriman
salinan permohonankepada pihak lawano tenggang waktu pemberian 14
hari dari tanggal penerimaan, pengiriman berkas perkara dan sebagai
nya.
D. Pengertian fudul
I Judul skripsi adalah "Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agarna
ditinjau dari Hukum Islam"
1. "Peninjauan Kembali" yakni , o'peninjauan" , berarti pemeriksaan,
penyelidik.6 Dan kata "kembali", berarti balik menuju tempat semula;
kembali kepada asalnya semula; pengulangan, mencabut (keputusan
perkara).7 Jika digabungkan menjadi "Peninjauan Kembali", berarti
pemeriksaan atau penyelidikan ulang. Dan yang dimaksud peninjauan
6 D"p*t"*o Pendidikan dan Kebudayaan M,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pusiaka 1985), hal. 1078
' lbid. hal.463
)J.
kembali dalam skripsi ini adalah penyelidikan atau pemeriksaan ulang
putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
"Ditinj au", berarti pandangan sesudah mempelaj ari atau menyelidiki. 8
"Hukum Islam". adalah:
: f i;$*i liiie ;\,)t i" 4l.! ;t V e r.$ V ;,:, Jl i-till ur
t rU-\,S>\ssift\ &y,erjL-'.$ !F!'0.Ju.srut +q li'i*:
Artinya:
Hukum Islam adalah: Peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah pokok-
pokoknya supaya manusia dapat mempergunakannya dalam hubungannya
dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim,
hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan clam, dan
hubungannya dengan hidup.Y
Secara teknis, yang penulis maksudkan dengan hukum Islam di sini
adalab hukum Acara dalam peradilan Islam yang di dalamnya dimungkinkan
peninjauan kembali putusan hakim yang keliru atau terdapat kesalahan.
Berdasarkan pengertian istilah yang terdapat dalam judul tersebut,
secara operasional pengertian judul skripsi ini adalah suatu kajian mengenai
peninjauan kembali ditinjau dari Hokum Islam.
E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka yang dimaksud di sini adalah, bahwa skripsi atau
masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini telah ditunjang oleh
8 lbid,hal.463
e Mahmud Syaltout, Al-Islam Aqidah Wa Syar'ah (Mesir: Maktabah Wa Matbaaldi,
1974),hal.12.
beberapa literatur, antara lain:
l. Kedudukan dan Kewenangan dan Acsra Peradilan Agama Undang-
Undang No.7 Tahun 1989, karangan M. Yahya Harahap, antara lain
membahas tentang kemungkinan peninjauan kembali terhadap putusan
hakim yang dianggap keliru.
2. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia karangan H. Roihan A.
Rasyid, membahas antara lain bahwa peninjauan kembali adalah
peninjauan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama
termasuk Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dan sebagainya.
3. Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan. Sudikno Mertokusumo, yang
membahas antara lain upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang
berkepentingan kepada. Mahkamah agung, dan lain-lain.
Berdasarkan beberapa argumen tersebut, secara umum membahas
tentang adanya kemungkinan peninjauan kembali pada suatu putusan. Hal yang
membedakan dengan pembahasan penulis adalah bahwa dalam buku-buku
tersebut' tidak dijelaskan secara terperinci mengenai peninjauan kembali
putusan hakim ditinjau dari Hokum Islam, sehingga penulis berkesimpulan





a. Pendekatan yuridis, yakni mendekati masalah-masalah dengan
memperhatikan ketOntuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah
ditetapkan dalam perundang-undangan,
b. Pendekatan syar'i, yakni mendekati masalah-masalah dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan
dalam Syari-at Islam.
2. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data digunakan metode kepustakaan (library
research), yakni dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan yang
ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas antara lain: Undang-
Undang No.l4 Tahun 1970 dan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengannya, kitab-kitab Fikih khususnya yang berkaitan dengan peradilan.
Tafsir dan Syarah Hadis, dan lain-lain buku penunjang.
3. Metode Pengolahan Data
Data yang dipergunakan dalam oembahas ini bersifat kualitatif.
Karenanya untuk menemukan yang diinginkan penulis mengolah data yang ada'
selanjutnya diinterprestasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung
obyek pembahasan. Dalam mengolah data tersebut, penulis menggunakan
metode:
a. Metode induktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-
hal yang bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang
bersifat umum.
b. Metode deduktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-
hal yang bersifat umum, selanjutnya mengambil kesimpulan yang
bersifat khusus.
c. Metode komparatif, yakni menganalisis data baik yang bersifat
khusus maupun yang bersifat umum, dibandingkan kemudian ditarik
suatu kesimpulan yang lebih kuat.
G. Tujaan dan Kegunean Penelitian
1. Tujuan Penelitian ini adalah, upaya untuk mengetahui lebih mendalam
mengenai peninjauan kembali ditinjau dari Hukum Islam, terutama.
mengenai:
a. Untuk mengungkap tentang alasan-alasan putusan hakim sehingga
dapat ditinjau kembali ditinjau dari Hukum Islam?
b. Untuk mengetahui tatacarc peninjauan kembali ditinjau dari hokum
Islam?
2. Adapun kegunaannya adalah diharapkan agar pembahasan skripsi ini dapat
menjadi bahan informasi positif bagi masyarakat baik terhadap Para
pencari keadilan maupun terhadap para hakim dari sebagainya.
BAB II
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
A. Pengertian dan Dasar Hukum Acara Peradilan Agama
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama
Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai Pengertian Hukum
Acara Peradilan Agama, akan dikemukakan Pengertian Hukum Acara
Perdata di Indonesia.
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum Perdata materiil dengan
perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah
peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin
pelaksanaan hukum Perdata materilr. Lebih konkrit lagi dapatlah
dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana
caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan
pelaksanaan daripada putusannya.2 Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain
adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang
diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.
Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan
hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa
persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan
t R Supomo, Huhtm Acara Peradilan di Indonesia (Iakarta: Sumur Bandung 1980),
hal. 13. 2lbtd.
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menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri tidak
dibenarkan dalam hal hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak.3
Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di
Indonesia, jadi ia mengindahkan peraturan penrndang-undangan Negara
dan Syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara
Peradilan Agama adalah:
Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan Negara maupun dari Syari-at Islam yang mengatur
bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan
juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut
menyelesaikan perkaraaya, untuk mewujudkan hukum materil Islam
yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hukum Acara Peradilan
Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin
ditaatinya hukum perdata materiil bagi yang beragama Islam di Indonesia,
yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.a
2. Sumber l)asar Hukum Acara Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping
sebagai Peradilan khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, diberi
wewenang oleh peraturan perundang-undangan egara, untuk mewujudkan
3 Lihut Sudikno Mertokusumo . Huhtm Acora Perdata Indonesia(Yokyakarta:
Liberty, 1993),ha1.2.
n H. Ruihan A. Rasy'id, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakrta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1994\, hal. 10
1l
hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.)
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan fungsinya menegakkan
hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama dahulunya, mempergunakan
acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
bahkan juga. Acara dalam hukum tidak tertulis, yakni hukum formal Islam
yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang,undangan
negara Indonesia. Namun kini, setelah terbitnya Undang-Undang No.7
Tahun 1989, maka Hukum AcaraPeradilan Agama menjadi kongkrit.6
Sebagai dasar Hukum Acara Peradilan Agama tersebut, diatur
dalam Pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989:
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan. Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam undang-undang ini.'
Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang
bersumber kepada dua aturan, yaitu: 1. yang terdapat dalam Undang-





H.Zain Badjeber, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Komentar (Jakarta: Pustaka Amani,), hal. 19.
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Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara
Perdata Peradilan Umum. antara lain:
1. RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga
Reglemen untuk daerah seberang, yakni untuk, Jawa dan Madura.
2. Rsv (Reflement op de Bergerlijke Rechtsvordering) yang zamarr
jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justine.
3. BW (Burgerlijke Wetboek) atau, disebut juga Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Eropa.
4. Undang-Undang No-2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.8
Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang
sarna-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama, adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 197A, tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang No,1 Tahun 1974 dan. PP Nomor
tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.e
Dengan demikian, maka Peradilan Agama




t Lihat H. Roihan, opcit, hal. 21.
n lbtd.
t3
1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang
telah disebutkan.
Sehubungan dengan itu, H. Roihan mengemukakan bahwa pada
suatu ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan proses hukum
menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara
Peradilan Agama-
Sebagai contoh mempergunakan proses hukum menurut Islam,
yakni: Suatu kasus, suami memohon untuk menceraikan isterinya ke
Pengadilan Agama dengan alasan isterinya telah berzina dari suami telah
mengajukan alat bukti berupa seorang lelaki beragama Islam sebagai saksi.
Dapatkah Pengadilan Agama memutus telah terbukti zina atau langsung
saja menolak permohonan karena tidak terbukti.lo
Penyelesaiannya i lah sebagian berpedoman kepada Pasal 87
ayat (l) Undang-Undang No.7 Tahun 1989:
Dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan
tiada pembuktian sama sekali serta upaya penegakan alat bukti tidak
mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun
dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat
menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah."
Kata-kata "bukan tiada pembuktian s€Lma sekali" karena sudah
ada sebagian bukti yaitu seoraog laki-laki. Karena itu suami atau pemohon
bersumpah dengan berpedoman kepada acara menurut Islam. Menurut
'o lbid,hat.22.
" 
H. Zain Badjeber, op- cit, hal.27.
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Islam, bila seorang suami menuduh isterinya berzina, Ia wajib
membuktikan dengan empat orang saksi lelaki beragama Islam, atau dapat
diganti dengan mengucapkan sumpah Li'an.I2
Selanjutnya, seandainya sama sekali tidak bukti selain daripada si
suami itu sendiri yang melihat atau menyaksikan isterinya telah berzina,
menurut Pasal 87 ayat (1) tersebut tentu suami tidak dapat mengucapkan
sumpah Li'an karena termasuk dalam istilah "bukan tiada pembuktian
sama sekali.13
Namun, menurut Hukum Acara Islam hal itu adalah boleh. Sebagai
dasar, dapat dipahami firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nur (24): 6
b)Li;,'"'6r'&^*i ,11 tl:q"'J 6 ii "r*''r)f 'o;";'u.;$S
6 5j9;'Hi U,{i 4;V 7''# g:i
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.la
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan
Agama masih berserak-serak juga, sebab Undang-Undang No.7 Tahun
1989 hanya sedikit memuat tentang Acara, padahal peraturan perundang-
tz LihatH. Roihan, loc. cit.t3lbid..har.23.
ra Departemen Agama F.ll, Al-Qar'an dan Teijemahnya (Semarang: Toha Putra,
1995), hal. 544.
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undangan yang ditunjuk berlaku sebagai Hukum Acaranya cukup banyak.
B. Asas-Asas Peradilan Agama
l. Asas Personalitas Keislaman
Asas pertama Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman.
Bagi yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan
lingkungan Peradilan, Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya
pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non
Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan
lingkungan peradilan Agama.
Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, Penjelasan
Umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat I Undang-undang No.7
Tahun 1989. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan
tersebut, dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan
berbarengan dengan perkara perdata bidang tertentu sepanjang mengenai
sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan Agama.
Karenanya, ketundukan personalitas muslim kepada. lingkungan Peradilan
Agama, bukan ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang
hukum perdata. Ketundukan personalitas. Muslim kepadanya hanya
bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu. Lebih jelas,
dapat dirangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum_angka
2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu
t6
kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata tertentu. 15
Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan
hal-hal yang termasuk dalam bidang perdata tertentu tersebut, yang
berbunyi: "Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam" Dari apa
yang tercantum dalam, Penjelasan Umum, tersebut sama dengan apa yang
dirumuskan dalam. pasal 49 ayat 1, yakni:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama arfiara orang-
orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan,
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam,
c. Wakaf dan sedekah.l6
Jika ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua
serta pasal49 ayat I diuraikan, maka dalam asas personalitas ke Islaman
yang melekat pada UU No.7 Tahun 1989 dijumpai beberapa pengesahan
yang melekat membarengi asas dimaksud:
tt Lihat H. Zaire Badieber, Abdul Rahman Saleh, Undang-undang No. 7 Tabun 1989
dan Komentar (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 3.t6 t bid. hal. 7 .
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1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama
Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-
perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan
shadaqah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut
berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acata penyelesaian
berdasarkan hukum Islam. l7
Analisis di atas memperingatkan, asas personalitas ke Islaman
harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus
sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam,
sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama.
Dalam hal yang seperti itu sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan
Umum. Begitu pula landasan hubungan hukumnya' harus berlandaskan
hubungan hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar
hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan
Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara
suami isteri adalah hukum barat.
Sekalipun suami isteri beragama Islam, asas personalitas ke
Islaman mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang




antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan pengadilan Agama,
tetapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Patokan ini sesuai
dengan surat Mahkamah Agung tanggal 3l Agustus 1983 yang ditujukan
kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang. Isi pokoknya
menegaskan bahwa yatrg dipergunakan sebagai ukuran menentukan
berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu
pernikahan dilangsungkan berarti seseorang yang melangsungkan
perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama
sekaligus salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.
Jadi Penerapan asas personalitas ke Islaman merupakan kesatuan
hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum.
Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas ke Islaman harus selalu
didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah
sengketanya mutlak atau absolnf tunduk menjadi kewenangan Peradilan
Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus
berdasar hukum Islam.l8
Letak patokan asas personalitas ke Islaman berdasar patokan umum
dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan menentukan
ke Islaman seseorang berdasarkan pada faktor formal tanpa
mempersoalkan kualitas ke Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang
mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke
tB Lihat M. Yahya. Harahap, Kedudukan Kewenangan Wawancara Peradilan
Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1939 (Iakaria: Pustaka Kartini, 1990), hal. 38.
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Islaman. Faktornya dapat ditemukan dari KTP, Sensus Kependudukan,
SIM dan Surat Keterangan lain, bisa juga dari kesaksian. Sedang mengenai
Patokan asas personalitas ke Islaman berdasar saat terjadi hubungan
hukum, ditentukan oleh dua syarat:
1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama
beragama Islam,
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum
Islam.le
Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak
telah melekat asas personalitas ke Islaman, dan sengketa yang terjadi di
antara mereka tunduk menjadi kewajiban Peradilan Agama. Tidak menjadi
soal apakah di belakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah
seseorang di antara mereka telah bertukar agama dari Islam ke agama lain.
Misalnya, pada saat dilangsungkan perkawinan, suami isteri sama-
sama beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasar hukum
Islam. Beberapa tahun kernudian suami atau isteri beralih dari agama
Islam, dan terjadi sengketa perceraian. Dalam pfoses ini telah terpenuhi
asas personalitas ke Islaman. Sengketa perceraian tunduk menjadi
kewenangan Peradilan Agama. Peralihan agama dari suami atau isteri,
tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada
perkawinan tersebut. Patokan yurisprudensi yang secara normatif
tn lbid"hal. 39.
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menegaskan: Setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian), bukan
berdasar hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang
telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya
tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan hukum yang
diterapkan untuk menyelesaikan sengketa perkara, berdasarkan hukum
Islam. Sebaliknya, jika pada saat terjadi hubungan hukum, keduanya atau
salah satu pihak tidak beragama Islarn, tetapi pada saat terjadi sengketa
keduanya atau salah satu pihak telah menganut agama Islam. Pada kasus
yang seperti itu tidak tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama.
Karena untuk menentukan asas.personalitas ke Islaman, bukan didasarkan
atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi ditentukan oleh
faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan
hukum berlangsung.2o
2. Asas Kebebasan
Pada dasarnya, asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan
dalam UU No.7 Tahun 1989, merujuk dan bersumber kepada ketentuan
yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal I UU No.l4 Tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Memang seperti yang
diaturkan berulang kali Pada bagian konsideran maupun pada penjelasan
umum, UU No.7 Tahun 1989 merupakan salah satu upaya melaksanakan
'o lbid.hal.4o.
2l
UU No.7 Tahun 197A. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum angka I
alinea kelima ditegaskan : "Dengan demikian Undang-Undang yang
mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara Pengadilan dalam
lingkungan peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-
ketentuan data asas yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dari bunyi rumusan
penjelasan dimaksud, UU No.7 tahun 1989, merupakan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam UU No.l4 Tahun
1970. Oleh karena itu asas-asas umum yang diatur di dalamnya harus
konsisten dengan asas yang tercantum dalam UU No.l4 Tahun lg70.2r
Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, merupakan asas yang
paling central dalam kehidupan peradilan. Dalam UU No.14 Tahun 1970 di
cantumkan dalam Bab 1, Ketentuan Umum sebagaimana dirumuskan dalam
pasal I yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelesaikan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila", demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia. Memperhatikan bunyi pasal tersebut dapat
dijabarkan beberapa sendi filosofi dalam kegiatan upaya penegakan hukum
yang diperankan oleh badan-badan peradilan:





b, Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam
menyelesaikan fungsi peradilan :
- Agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat
ditegakkan,
- 
Dan agar benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan
bernegara berdasar hukum, karena memang negara Republik
Indonesia adalah Negara Hukum.22
3. Asas \Majib Mendamaikan
Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral
Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan
persengketaan melalui pendekatan islah. Karena itu layak sekali para
hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan,
Sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik
dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun
adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak
mungkin kedua. pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama
dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi
dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimana zalimnya putusan yang




halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran
bersama dari pihak Yang bersengketa, terbatas dari kualifikasi dan kalah.
Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah
pihak pulih dalam. suasana rukun dan persaudaraan Tidak dibebani
dendam kesumat yang berk epaniangan.z3
Sangat disayangkan, tujuan luhur mendamaikan pihak yang
berperkara sering dikotori dan dinodai sementara hakim. Praktek fungsi
mendamaikan, menyimpang dari keseluruhan dan menjelma dalam bentuk
pemaksaan dan perkosaan. Praktek fungsi mendamaikan yang diperankan
sementara hakim, persis memperagakan filsafat "belah bambu", yaitu
bagian sebelah diinjak dan yang sebelah diangkat. Dengan pertama perisai
fungsi mendamaikan, sementara hakim bertindak menjadi aktor dan
sekaligus mantel. Hakim yang membidani dan melahirkan perdamaian
sesuai keinginan pihak Yang hendak diangkat- Pihak yang diinjak sama
sekali tidak didengar dan tidak dibawa serta sesudah hakim siap menyusun
perdamaian menurut keinginan pihak yang hendak' diangkat, tanpa setahu
pihak yang diinjak, hakim memalu godamnya dengan martil. Akhirnya
perdamaian yang terjadi lebih kejam dari perkosaan. Sama sekali tidak
membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi
mendatangkan malapetaka pada pihak yang diinjak, Berapa banyak
pengalaman bercerita akan kasus perdamaian yang seperti itu dalam
23 LihatH. Roihan. op. cit. hal. 133.
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praktek peradilan. Banyak laporan dan pengaduan yang bernada praktek
peradilan belah bambu. Cuma sering pengaduan dan laporan mereka lenyap
oleh keangkeran o'Fortnil" atas alasan perdamaian yang terwujud yang
dituangkan dalam "putusan perdamaian " sudah memenuhi syarat-syarat
formil. maka penegakan hukum dari keadilan pun bungkam dan terkubur
oleh keangkuhan aturan "formal" .24
Sampai di rnana peran hakim mendamaikan pihak-pihak Yang
berperkara? Perannya terbatas sampai anjuran, nasihat, penjelasan dan
memberi bantuan dalam penrmusan sepanjang hal itu diminta kedua belah
pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar "hash kesepakatan"
kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari
sudut KUH Perdata (BW) maupun dari segi hukum Islam termasuk pada
bidang "hukum perjanjian" yartg menuntut syarat-syarat seperti yang diatur
dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni adanya "kesepakatan" betdasar
kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut tidak
boleh ada faktor yang mengandung kekhilafan, paksaan dalam bentuk
segala bentuk baik yang bersifat fisik dan psikis atau penipuan. Syarat
kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga
mengenai hal tertentu dan syarat keempat, didasarkan atas sebab yang
halal. Paling tidak hal ini harus dipahami dan disadari hakim dalam
u Lthat. M Yahya Harahap. op. cit. hal. 46.
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melaksanakan fungsi mendamaikan.2s
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU No.7
Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat 3. Pada dasarnya asas ini bermuara
dari ketentuan pasal 4 ayat 2 UV No.l4 Tahun 1970. Kemudian makna
yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan
penjelasan pasal 4 ayat 2 itu sendiri.
Dalam Penjelasan Umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang
lengkapnya berbunyi :
Ketentuan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan
biaya ringan, tetap harus dipegang teguh Yang tercermin dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan
pembuktian yang jauh lebih sederhana.'o
Selanjutnya rnaksud dan Pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi
dalam penjelasan pasal 4 ayat2 yang berbunyi:
Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu
menghendaki peradilan yang cepat; tepat, adil dan biaya ringan.
Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang
dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-
kadang tiaras dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan.
Biaya ringan artinya biaya yang rendah sehingga dapat dipikul oleh
rakyat.ini semua dengan tanpg mengorbankan ketelitian untuk
mencari kebenaran dan keadilan."
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu asas hukum
" 
Ibtd.tnt.47.26 Hasbu[ah Siawie, Kumpunan Undang-Undang tentong Kekuasaan Kehakiman don
t*ru", rtr 
;rf Klgoyakartil 
.Lentera, ee3), har. 23 .
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Acara Peradilan Agama adalah asas sederhana cepat dan biaya ringan,
yaitu menghendaki adanya suatu proses persidangan atau beracara yang
cepat, sederhana dan biaya ringan.
5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
Secara harfiah, makna pemeriksaan persidangan terbuka untuk
umum, berarti setup pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan, siapa
saja yang ingin berkunjung menghadiri, rnenyaksikan dan mendengarkan
jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selain dari
pihak-pihak yang berperkara dan saksi, masyarakat umum tanpa kecuali
boleh menghadiri pemeriksaan 
.persidangan tanpa mempersoalkan apakah
dia berkepentingan atau tidak pintu ruang sidang terbuka untuk siapa saja
yang ingin melihat dan mendengar pemeriksaan. Bukan hanya pintu,
jendela ruang sidang pun harus terbuka. Maka untuk memenuhi syarat
formil alas asas ini, sebelum hakim mulai melaksanakan pemeriksaan,
lebih dahulu dia menyatakan dan mengumumkan persidangan terbuka
untuk umum. Kelalaian memenuhi syarat formil tersebut dapat dianggap
melanggar tata tertib pemeriksaan. Sekalipun ada yang berpendapat
kelalaian atas syarat formil ini tidak berakibat pemeriksaan batal, hal itu
tidak mengurangi artinya sebagai salah satu tata tertib yang melekat pada
pemeriksaan persidangan. 28
28 Lihat M. Yalrya Harahap . op. cit. hal. 57.
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Tujuan utama yang terkandung dalam asas persidangan terbuka,
agar jangan sampai terjadi pemeriksaan gelap dan bisik-bisik. Bukankah
dalam pemeriksaan yang tertutup lebih cenderung untuk melakukan
pemeriksaan yarag menyimpang dan sewenang-wenang.Untuk menghindari
kecenderungan yang seperti itu dan agar jalannya sidang pemeriksaan
berlangsung dalam suasana fair traill (pemeriksaan sidang yang fair),
tidak mernihak dan tidak berat sebelah, Uundang-Undang merasa perlu
mempersilahkan masyarakat untuk menyaksikannya. Dalam pelaksanaan
penegasan fair trailllah salah satu tujuan utama asas persidangan terbuka
untuk umum. Segi lain, asas ini juga berdampak edukasi dan prepensi.
Perneriksaan sidang yang terbuka. untuk umum dapat menjadi bahan
informasi yang terpantul dari kasus peristiwa yang diperkirakan akan
memberi pelajaran bagi masyarakat bagaimana sikap dan tingkah laku
yang sebaiknya diperankan agar tidak terperosok ke arah yang tidak tepat.
Perkara yang sedang diperiksa bermanfaat menjadi bahan perbandingan
bagi masyarakat untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk,
sehingga akan membentuk daya tangkap prepensi dalam hati dan pikiran
mereka untuk melakukan nya.2e
2e Lihat Sudikno Mertokusumo,
Liberty, 1989), hal. 13.
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6. Asas Legalitas
Asas lain yang menjadi landasan Hakim melaksanakan fungsi dan
kewenangan peradilan (kekuasaan kehakiman) ialah asas legalitas. Asas
legalitas tercantum dalam pasal 58 ayat 1. Bunyi pasal ini persis sama
dengan ketentuan pasal 5 ayat I UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:
"Pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. "30
Kalau rumusan pasal ini diperhatikan, asas legalitas yang
terdapat di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan hak asasi
yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang
berperkara di muka sidang pengadilan. Memang asas legalitas itu sendiri
pula pada hakekatnya termasuk salah satu bentuk dari hak asasi yang
berkenaan dengan hak perlindungan hukum sehingga. Dalam pasal ini
tergabung dua jeais hak asasi. Pertama hak asasi perlindungan hukum dan
hak persamaan hukum. Oleh karena itu, pembahasannya akan dirangkai
dalam urutan makna asas legalities yang diteruskan dengan makna
persamaan hukum yang disebut juga asas equality.3l
Pengertian makna legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian
rule of law. Pengadilan mengadili menurut hukum sama maknanya dengan
pengadilan mengadili berdasar rule of law. Jika asas legalitas dikaitkan
dengan kedudukan negara. Republik Indonesia adalah negara hukum, sudah
;:ir,Y.t#';ftaharahap. op' cit' hal' 58'
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semestinya yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui
badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum, Dengan demikian
baru terjadi suatu ketentuan tindakan dan arah law enforcement bertindak
menurut rate of law. Hal tersebut berarti Hakim yang berfungsi dan
berwenang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan peradilan,
tidak boleh bertindak di luar hukum semua tindakan yang dilakukan dalam
rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut
hukum. Mulai dari tindakan pemanggilan pihak yang berperkara,
penyitaan, pemeriksaan dan persidangan, putusan yang dijatuhkan dan
eksekusi putusan, semuanya harus menurut dan berdasar hokum, tidak
boleh menurut selera dan kemauan Hakim, . Hukum berada di atas segala-
galanya, hukum yang memegang supremasi dan dominasi. Hakim dari
siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Pihak
yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang tidak
dibenarkan hukum. Demikian- gambaran nyata makna asas legalitas dari
sudut pendekatan teoritis.32 Tetapi hal yang dicita-citakan asas ini, masih
jauh dari kenyataan. Dalam kenyataan konkret, masih banyak terjadi
penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh mereka' yang berpredikat
sebagai abdi penegak hukum Pelanggaran hukum tersebut terkadang
dilakukan dengan radar dan sengaja untuk maksud-maksud tertentu.
Terkadang pelanggaran hukum terjadi karena tergila-gila memamerkan
32 lbid.
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kecongkakan kekuasaan yang menuntut segala penghormatan dan
pelayanan dari rakyat pencari keadilan. Hukum mereka cemari dan
belakangan Lupa diri sebagai pelayan dan abdi penegak hukum dan
keadilan.
7. Asas Aktif Memberi Bantuan.
Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hakim
bertindak memimpin jalannya persidangan, yaitu hakim yang mengatur
dari mengarah tata tertib pemeriksaan. Juga hakim yang berwenang
menentukan hukum yang ditetapkan, serta dia yang berwenang memutus
perkara yang disengketakan. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin
sidang terdapat dua aliran. Aliran pertama, meletakkan kepemimpinan
Hakim dalam kedudukan yang pasif. Aliran ini dianut oleh Reglament of
de Rechtsvodering, Yang dulu berlaku sebagai hukum acara perdata bagi
golongan Eropa di depan Rechts Vordering, kedudukan hakim memimpin
sidang hanya bersifat mengawasi yakni kedudukannya pasif. Hakim hanya
sekedar mengawasi jalannya proses, agar para pihak yang berperkara
bertindak sesuai dengan tata -tertib beracara yang ditentukan. Menjaga
dan mengawasi agar para pihak tidak menyimpang dari garis yan1
ditentukan.33 Jadi fungsi dan kedudukan hakim hanya menjaga dan
mengawasi tata tertib, seolah-olah sebagai penonton di luar arena. Hakim
33 lbid.hal. 59.
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tidak ikut mencampuri tindakan para pihak selama tidak ada pelanggaran
tata tertib berbicara. Kedudukan pasif, sesuai dan sejalan dengan sistem
yang dianut Reglament of de Recht vordering yang menggariskan sistem
daagvaarding yang menetapkan semua tingkat proses dilakukan secara
tertulis serta procureur stelling yakni para pihak wajib dibantu seorang
pengacara dalam berproses.
Berdasar sistem beracara secara lisan, pada prinsipnya
pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan di antara pihak-pihak
berlangsung secara tanya jawab dengan lisan. Atau sebaliknya, proses
pemeriksaan lisan boleh. Diganti dengan jawaban tertulis. Dengan
demikian terbuka kemungkinan untuk melangsungkan proses pemeriksaan
secara surat-menyurat, terutama di kota-kota besar. Pada saat sekarang
sudah berkembang profesi penasehat hukum, hampir semua pihak yang
berperkara telah melimpahkan kuasa kepada penasehat hukum sehingga
proses pemeriksaan perkara perdata sudah cenderung mengarah kepada
proses surat menyurat.
Terlepas dari perkembangan praktek yang cenderung mengarah
kepada proses pemeriksaan dengan surat menyurat, hukum aeara perdata
yang diatur dalam HR Jan RBG sebagai hukum acara yang diberlakukan di
lingkungan Peradilan Umum, dengan kekuatan ketentuan pasal 54 UU No.
7 Tahun 1989 dinyatakan resmi berlaku untuk lingkungan Peradilan
Agama, yakni menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta
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tidak wajib para pihak dibantu atau didampingi penasehat hukum
(pengacara). Berdasar sistem tersebut, HIR dan RBG menetapkan
kedudukan hakim memimpin pemeriksaan dalam posisi yang aktif. Hal itu
ditegaskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 RBG. Rumusan pasal-pasal
ini, sama dengan rumusan pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo pasal 5
ayat2 ULT No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi :
Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.3a
Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas-asas Peradilan Agama
yakni asas personalitas ke Islaman, yakni Peradilan Agama merupakan
peradilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam; asas kebebasan,
yakni asas kemerdekaan atau kebebasan kekuasan kehakiman; asas wajib
mendamaikan, yakni hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara.
C. Alat-Alat Buhti Peradilan Agama
Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 164
HIR. Pasal 284 Rbg. Pasal 1866 BW) ialah: a. Alat bukti tertulis, b. Alat
bukti saksi, c. Alat bukti persangkaan-persangkaan, d. Pengakuan,e.
3n Lihat Hasbullah F. Siawie, op-cit., hal. I l.
JJ
Sumpah.35
1. Alat Bukti Tertulis
Alat bukti tertulis atau Surat ialah segala sesuatu yang memuat
tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai
pembuktian.36
Surat sebagai alat bukti tertulis terbagi dua, yakni: Surat yang
merupakan akta dan surat-surat lainnya Yang bukan akta, sedangkan akta
sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah
tangan.37
Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang
menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula
dengan sengaja untuk menjadi alat bukti.
Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta
yang satu dari akta yang lain atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi
tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk
mengindividualisir sebuah akta-akta yang dibuat oleh A dan B dapat di
dentif dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh
karena itu tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup,
" 
Sudikn, op. cit. hal. I 19
"" Ibid. hal. 120t7 lbid-
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karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-
sifat si pembuat.3s
Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan
akta di bawah tangan.
a. Akta Otentik
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi
wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari yang
berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat di
dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat
keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya
dan dilihat di hadapannya, dan pejabat yang dimaksud antara lain: notaris,
panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.3e
b. Akta di Bawah Tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi
semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.a0
Ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan yaitu akta di
bawah tangan yang memuat hutang, sepihak, untuk membayar sejumlah
38 lbid.
tn lbid. hat. r2r.
* Ibid.hat.l23.
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uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan
tangan sendiri oleh orang yang menandatangani atau setidak-tidaknya
selain tanda tangan harus ditulis pula di bawah dengan tangan sendiri oleh
yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk melanjutkan jumlah atau
besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf
seluruhnya.ar 39
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti
menurut ketentuan hukum Acara Perdata di Indonesia adalah, alat bukti
tertulis atau surat baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan.
Dalam Hukum Acara Peradilan Islam juga mengenal alat bukti
yang berbentuk tulisan. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh
H. Roihan bahwa surat-surat atau tulisan, apa dan betapapun bentuk, sifat
dan isinya tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja
maupun tidak. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan bisa
hidup ribuan tahun, Jika Allah dan Rasul-Nya mengakui bahwa manusia
(saksi) adalah alat bukti maka tulisan atau suratnya tidak bisa tidak, juga
sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan dengan menggunakan
akalnya lalu dicetuskan dengan lisan, maka cetusan akal manusia ada pula
yang terwujud lewat Surat atau tulisan.a2
4t lbidhal. rz7.
n2 H. Roihan A. Rasyid. op.cit., hat. 145.
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2. Keterangan Saksi
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di
persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu
pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.a3
Dalam Hukum Acara perdata pembuktian dengan saksi sangat
penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian hukum adat, dimana
pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat
sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak
akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau
menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan.#
Dalam suasana hukum adat dikenal dua macam saksi, yaitu saksi-
saksi yarg secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-
peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi pada waktu perbuatan
hukum itu dilakukan dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan
perbuatan hukum tersebut.a5
Hal yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat,
dengan atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai
alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang
n'Sudil<no. op.cit., hat. 134
e Rebro Wulan Susanto, Huhtm Acora Perdata dalam teori dan Pralaek @andung :
Mandar Maju, 1989), hal. 63
45 lbid
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diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi
karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.a6
Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan
yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga
yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak
ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif
daripada pihak yang berkepentingan sendiri, yakni para pihak yang
berperkara pada umumnya akan mencari kebenaran sendiri.aT
Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tanpa dari
kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat
atau tidak ada alat bukti tertulisnya. sehingga kesaksian merupakan satu-
satunya alat bukti yang tersedia.as
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti
yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam mengambil
keptrtusan menurut ketentuan Hukum Acara perdata di Indonesia adalah,
keterangan saksi, yakni suatu kepastian yang diberikan kepada hakim di
persidangan oleh orang yang bukan dari salah satu pihak yang berperkara.
Dalam hukum Islam kesaksian atau keterangan saksi disebut
syahadah. Syahadah adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di
depan sidang pengadilan dengan lapaz
6Ibid
a7 Sudilno op.cit,. hal 135.
* tbid.
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kesaksian untuk menetapkan hukum.ae
Dalam kaitan tersebut, Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa
kesaksian (syahadah) itu dapat diambil dari kata Musyahodah, yang artinya
melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yanlg' menyaksikan)
tersebut menyampaikan atau memberitahukan tentang apa yang disaksikan
dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa
diketahui dengan lapadz: Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan
(syahdu atau syahidtul.so
Syahadah (kesaksian) juga berasal dari kata I'llam
(pemberitahuan). Hal ini dapat dipahami firman Allah SWT antara lain
dalam Q.S. Ali Imran (3):18 sebagai berikut:
Terjemahnya:
'Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia ..".5r
Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa arti dari kata pada
ayat tersebut adalah alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang
membawa kesaksian dari menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa
yang tidak diketahui orang lain.52
nn Lhat Muhammad Salam Makdrn, AI-Qadta Fit Istom (Kairo : Dar An-Nahd4 1970),
hal 84
_] SayyiO. Sabiq. Fiquh &mnah Jifid m (Kuwait : Dar-Al- Bayan, lgTl),ha1332
'' Departemen RI. op.cit. hal. 7852 Sayyid Sabiq, Loc. cit.
i$l;it.J ,{,iri;rl4
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Dasar hukum syahadah (kesaksian), antara lain fir-man Allah
SWT. dalam Q.S. al-Baqarah (2):282 sebagai berikut:
,* qviaS|-t+',.,#i 6 5t t rlt-"A.6 t n *q ir't+;,io
" u;Jg r+:*t 
-* 
fi 6b:L )3.+t oi ; +\i,y o*t
Terjemahnya:
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki
(diantara kamu), jika tidak ada orang lelaki, maka boleh seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika yang_^ seorang lupa maka yang seorang lagi akan
mengingatkannya.t'
3. Persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan Yang ditarik dari suatu
peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke
arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Hal yang menarik kesimpulan
tersebut adalah Misalnya, apabila seorang anak telah dipelihara, dikhitan
serta dikawinkan oleh keluarga A, meskipun ia sesungguhnya adalah
orang lain, ia memanggil "ma" dan bapak kepada A, hal tersebut memberi
persangkaan hakim bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari A.5a
Persangkaan hakim juga adalah sehubungan dengan adanya
gugatan perceraian yang didasarkan atas perzinaan. Adalah sukar sekali
untuk menemukan saksi-saksi yang melihat sendiri waktu perzinaan
53 Rerho Wulan op.cit. hal. 70
tn Departemen Agama NI, op.cit., hal. 70
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tersebut terjadi- Oleh karena itu sudah menjadi yurispundensi tetap, bahwa
apabila dua orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri itu tidur
bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur, maka
untuk perbuatan perzinaan telah terdapat satu persangkaan hakim.5s
Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bulti
bebas, dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang
bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan
hakim tertentu itu, apakah dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan
sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau tidak akan diberi kekuatan
tetapi juga pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan saja, maka
persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil
yang bersangkutan telah terbukti, dengan kata lain persangkaan hakim itu
baru merupakan lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan
- persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.56
Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala
peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari
pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya dapat dijadikan bahan untuk
menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak dalam perkara
persidangan, misalnya pihak yang bersangkutan meskipun sekali-kali
diperintahkan untuk menghaturkan pembukaan perusahaannya, ia kini
tidak memenuhi perintah tersebut, dapat menelorkan persangkaan hakim.
bahwa pembuktiannya itu tidak lengkap dan bahwa yang bersangkutan




jawaban yang tidak tegas, memberi persangkaan bahwa dalil pihak lawan
adalah benar, setidak-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang
negatif bagi pihak tersebut.5T
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang
dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan
menurut ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia adalah, persangkaan-
persangkaan, yakni petunjuk atau kesimpulan yang ditarik dari suatu
peristiwa dan sebagainya.
Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, persangkaan-persangkaan
disebut Qarinah. Qarinah menurut Sayyid Sabiq adalah tanda yang
mencapai batas keyakinan Hal tersebut sebagaimana contoh yang
dikemukakan bahwa seseorang keluar dari rumah yang sepi dalam keadaan
pucat dan ditangannya ada sebilah pisau yang berlumuran darah, kemudian
di dalam rumah tersebut didapati seseorang telah disembelih pada waktu
itu, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan adalah orang
yang telah membawa pisau tadi.58
Adapun gambaran dalam Alqur'an, dapat dilihat pada Q-S-
Yusuf (12):26-27 sebagai berikut:
5'Ibid.
58 Sayyi Sabiq op. cit. hal 53
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qN e kU3;t # n J3 AU _a( ;:)
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Terjemahnya:
.-. Jika kamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar, dan yusuftermasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju kamisnya tcoyatroibelakang maka wanita iturah yang dusta dan yusuf termasut-o*u_
orang yang benar.se
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa adanya baju yang sobek
dapat memberikan petunjuk, yakni jika bagian muka berarti yusuf yang
bersalah, dan jika bagian belakang maka yusuf di pihak yang benar.
Peristiwa lain ketika Nabi sulaiman didatangi dua orang
perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak yang masing_
mesing mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, kemudian
diadili oleh Nabi Daud dan diputus dengan kemenangan dipihak
perempuan yang lebih tua. Lalu Nabi Sulaiman yang ikut hadir dalam
Majelis Pengadilan itu berkata: Berilah aku sebilah pisau yang akan
kupergunakan membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing_
masing pihak yang bersengketa, kemudian yang tua memperkenankan
tindakan Nabi sulaiman, sedang yang muda berkata janganlah engkau
lakukan itu, semoga Alrah swT memberikan rahmat-Nya atasmu,
berikanlah anak itu kepadanya (kepada perempuan tua i1u). Akhirnya
5e Departemen Agama RL op.cit.hal. 45
o{ ob
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anak tersebut diserahkan kepada perempuan yang muda berdasarkan
garinah atau petunjuk bahwa dialah yang menampakkan rasa kasihan
kepadanya dan mencegah dipotong anak tersebut menjadi dua bagian,
dimana perempuan yang tua justru mengizinkannya. 60
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang
dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan
menurut Hukum Acara. Peradilan Islam adalah garinah atau petunjuk atau
pers an gkaan-persangkaan.
4. Pengakuan
Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa,
hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW
menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan
persangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian
jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya
perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan
kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian
perlawanan. Jadi dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap
selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan
hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu
pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang
o Sayyid Sabiq. Loc. cit.
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kebenaran, sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran akan
tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan
perkara.6l
Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam Hukum Acara
Perdata, yaitu: l). Pengakuan yang dilakukan di depan sidang, dan 2).
Pengakuan yang dilakukan di luar sidang.
Kedua macam pengakuan tersebut, satu sama lain berbeda dalam
nilai pembuktian. Menurut ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan
yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan
sendiri, atau diucapkan oleh orang istimewa dikuasakan untuk
melakukannya. Sebaliknya dalam Pasal l7'5 HIR diatur perihal pengakuan
yang dilakukan di luar sidang, yang menyatakan bahwa diserahkan kepada
pertimbangan dan wawasan hakim, akan menentukan kekuatan mana
diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar
hukum.62
Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai
pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan
pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan kata lain
6r Retnowulan oD.cit. hal.73.
u ' Ib id.hal .74.  '
45
perkataan merupakan bukti bebas. Hal tersebut berarti, bahwa hakim
leluasa untuk memberi kekuatan dan pembuktian, atau hanya menganggap
sebagai bukti permulaan.
Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang
diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya,
merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti, bahwa
hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah
benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena
adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu
harus dikabulkan.63
Dalam Hukum Acara Peradilan Islam alat bukti pengakuan atau
keterangan terdakwa disebut Al-Iqrar. Dalam istilah syara' iqrar berarti
pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Iqrar merupakan dalil yang
terkuat untuk menyatakan dakwaan pendakwa. Karena itu igrar raja dari
pembuktian, dan dinamakan pula kesaksian diri.s
Para ulama telah bersepakat bahwa igrar itu disyari'atkan oleh kitab
dan sunnah, sebagai dasar tersebut dapat dipahami firman Allah SWT,
antara lain dalam Q.S. an-Nisa-(4): ayat 135 sebagai berikut:
"#i It is & ;i'# $i'we* 1 j ; 1 ;v3-fi &
ut lbid






yang beriman, jadilah kamu orang benar-benar
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti
yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim menurut Hukum Acara
Peradilan Islam adalah ikrar atau pengakuan si terdakwa atau tergugat atau
termohon.
5. Sumpah
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat
yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan
dengan mengingat akan sifat Maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa
siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum
oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan yang bersifat
religius yang digunakan dalam peradilan.tr
Dari batasan tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam
sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan
sesuatu, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa
sesuatu benar demikian atau tidak. Termasuk sumpah yang pertama ialah
sumpah saksi dan sumpah saksi ahli, karena sebelum memberikan
kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan
65 Departemen Agama Ri, op.cit., hal. 144.
* Sudikno, op.cit hal. 154.
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memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya; sedang
sumpah yang benar adalah, sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya
adalah untuk menentukan suatu peristiwa.6T
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti
yang telah ditetapkan menurut Hukum Acara Perdata adalah, alat bukti
sumpah atau janji yang telah diucapkan di muka Pengadilan atau sidang
Pengadilan.
Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, juga dikenal alat bukti
sumpah. Bila seorang pendakwa mendakwakan suatu hak pada orang lain
sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang yang didakwa
mengingkari hal itu, maka tidak ada cara lain selain sumpah dari orang
yang di dakwa. Sebagai dasar tersebut, sabda Rasulullah SAW.:
"le J,rE,jtr ! f*!rt t erttt hi *l Jr-..r.Jto.-rk d* .itl 4& f
I
* #t f,,|" A+r t r.-ItJ' ^a;r.f , {!l,r Jhr
Artinya:
Dari Ibnu Abbas; bahwa sanya. Rasulullah SAW telah memutuskan
bahwasanya tanda bukti itu bagi orang yang me^ndakwa dan sumpah
bagi orang yang terdakwa. (H.R- Al-Tirmidzi). 6u
Pada Hadis lain. Sabda. Rasulullah SAW:
o7 lbid.
ut H. Roihan A. Rasyid. Op.cithal.139.
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,/l; ser ! flrt ..r,. u,,"Lll qi f ',r *r JysJb.rF;rr *t ie .f
u'F' f ,Pt1",+l; rrralt..J" q1l $, {tt'r Jb.r'Lt
Artinya:
Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda: Jika
gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah
orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi
(ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang
membantah hak orang lain dan menunjuk peristiwa tertentu)
dibebankan untuk pembuktian dan (bagi mereka. yang tidak
mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya.
(H.R.dan Muslim).6e
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu atau bukti yang
dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan
menurut Hukum Acara Peradilan Islam adalah, sumpah atau ikrar terutama
dari pihak terdakwa atau tergugat.
6e Sayyid Sabiq,,op.cit. hal.48.
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BAB III
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN HAKIM
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peninjauan Kembali
l. Pengertian Peninjauan Kembali
Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Kedudukan
Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, bagian keempat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985, sudah termuat pengertian apa yang dimaksud
peninjauan kembali. Judul tersebut adalah "Pemeriksaan Peninjauan Kembali
Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap".l Dari
judul tersebut sudah jelas apa arti peninjauan kembali yakni pemeriksaan
kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Peninjauan kembali yang dimaksud adalah terhadap putusan/penetapan
pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap, atau terhadap keputusan pengadilan tingkat banding yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah
Agung, Karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi "peninjauan kembali
terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap".
Peninjauan kembali tersebut, diajukan ke Mahkamah Agung melalui
pengadilan tingkat pertama yang didahuluinya memutus, dengan alasan dan
t Lihat M. Yahya Harahab, Kedudakan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
Undang-Undang No.7 Tahun 1989 (Iakarta: Putusan Kartini, 1990), hal. 407.
50
tsyarat tertentu.'
2. Hukum Peninjauan Kembali
Istilah peninjauan kembali dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 Pasal2l yang berbunyi sebagai berikut:
Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan
Undang-Undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan Pidana oleh pihak-pihak
yang berkepentingan.'
Dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU No.14 Tahun 1985
Pasal 56 sampai dengan pasal 77, sebelumnya peninjauan kembali diatur
dalam beberapa peraturan MA (SEUA il1967, peraturan-peraturan MA
111969 mencabut SF24A 6/1967 SEMA 1811969 membukukan peraturan-
peraturan MA l/1969, perMA l/1971 mencabut peraturan-peraturan MA
lll969,peraturan-peraturan MA 111976 mencabut peraturan-peraturan MA
mengenai peninjauan kembali, peraturan-peraturan MA 1/1980 yang
disempurnakan oleh peraturan-peraturan MA I / I 982).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum adanya
peninjauan kembali, terdapat dalam pasal 2l Undang-Undang No. 14 Tahun
1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman; yang diatur




Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentum-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.
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B. Pihak yang Mengajukan Peninjauan Kembali dan Kewenangan
Mengadili
l. Pihak berhak mengajukan peninjauan kembali
Pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur
dalam Pasal 68 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang isinya sebagai
berikut: (a) permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para
pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara
khusus dikuasakan untuk itu, (b) apabila selama proses peninjauan kembali
pemohon meninggal dunia. Permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli
Warisnya'
Selama proses pemeriksaan PK masih berlangsung, pemohon
meninggal dunia, permohonan dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Misalnya, A
mengajukan permohonan PK, sebelum putusan dijatuhkan oleh Mahkamah
Agung, A meninggal dunia, maka permohonan dianggap gugur akan tetapi ahli
waris si A dapat melanjutkan. a
2. Pihak yang Berwenang Mengadili
Badan pengadilan berwenang memeriksa peninjauan kembali adalah
Mahkamah Agung. Demikian ditegaskan dalam pasal 70 ayat 2 M No. 14
Tahun 1985.5 Kewenangan tersebut bersifat mutlak. tidak bisa. didelegasikan
kepada badan pengadilan yang lain.
n Lihat M. Yahya Harahap, op.cit , hal. 410.
" Jelasny4 lihat Undang-Undang No. l4l 1985.
52
Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa. PK bertindak sebagai
pengadilart "tingkat pertama dan terakhir". Apabila Mahkamah Agung telah
menjatuhkan putusan terhadap perkara PK maka putusan bersifat "final".
Tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Ketentuan tersebut sangat logis dan
rasional. Jika masih ada lagi kemungkinan upaya hukum terhadap putusan PK,
maka kepastian hukum sulit untuk ditegakkan. Akan berlangsung proses yang
tidak akan ada ujung pangkalnya. Padahal upaya peninjauan kembali itu
sendiri sudah merupakan upaya hukum luar biasa yang sangat eksepsional.
Tentu tidak wajar lagi untuk membuka kemungkinan upaya hukum terhadap
putusan Peninj auan kembali.6
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak
mengajukan peninjauan kembali adalah:
a. Para pihak secara inperson,
b. Ahli waris mereka
c. Kuasa yang diberi kuasa khusus untuk itu.
Dan yang berwenang untuk memeriksa peninjauan kembali adalah
wewenang mutlak Mahkamah Agung dan merupakan upaya hukum yang
terakhir diberikan kepada pihak yang berkepentingan.
u Lihat M. Yahya Harahap, op.cit.
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C. Tenggang Waktu Pentmhonan Peninjauan Kenbali
Tenggang waktu mengajukan permohonan Peninjauan kembali adalah
180 hari. Akan tetapi batas tenggang ini bukan semuanya didasarkan atas
patokan perhitungan yang lama. Penerapan cara menghitung batas tenggang
waktu 180 hari, berbeda untuk setiap alasan. Masing-masing alasan memiliki
cara tersendiri dalam memperhitungkan batas tenggang waktu.
a. Batas tenggang waktu mengenai kebohongan atau tipu muslihat adalah
180 hari terhitung sejak tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat.T
Kalau sekiranya kebohongan atau tipu muslihat baru diketahui 10 Tahun
sesudah putusan berkekuatan. hukum tetap, maka tenggang waktu
mengajukan permohonan PK adalah 180 hari setelah diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat.s
b. Jika kebohongan atau tipu muslihat telah diproses dalam perkara pidana,
dan pihak lawan yang bohong dan melakukan tipu muslihat sudah jatuh
hukuman, batas tenggang waktunya adalah 180 hari dari tanggal putusan
pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.e
c. Batas tenggang waktu mengajukan alasan permohonan peninjauan kembali
atas alasan diketemukan "bukti baru" adalah 180 hari dari tanggal
' Lihat Pasal69 Undang-Undang No. l4l1985.




diketemukan surat-surat bukti tersebut. l0
d. Mengenai alasan yang disebut pada pasal 67 huruf c, d dan f adalah 180
hari dari tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti
putusan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.rr
e. Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasan ada dua putusan yang
saling bertentangan, adalah 180 hari dari tanggal putusan yang terakhir
berkekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan secara resmi kepada
kedua belah pihak yang berperkara.rz
M. Yahya. Harahap telah mengemukakan bahwa tenggang waktu
mengajukan permohonan PK adalah 180 hari. Akan tetapi batas tenggang
tersebut bukan semuanya didasarkan atas patokan perhitungan yang sama.
Penerapan cara menghitung batas tenggang waktu 180 hari, berbeda
untuk setiap alasan. Masing-masing alasan memiliki cara tersendiri dalam
memperhitungkan batas tenggang waktu. 13
Dalam praktek hal ini sering kurang disadari oleh para pencari
keadilan. Malahan dari kalangan praktisi hukum yang berkecimpung dalam
kegiatan pengacara, masih sering mengacaukan cara penerapan perhitungan
batas tenggang waktu. Mereka menerapkan cara perhitungannya secara
ro lbid.hal.4l5
rr Mergenai penentuan batas tenggang waktu pengajuan permohonan PK dalam
alasan-alasan yang disebut pasal 67 huruf c, d dan f (telah terurai), dapat menimbulkan
perbedaan pendapat dalam praktek peradilan. Jelasnya lihlat ibid. h- 416.t6Demikian halnya tenggang walctu permohonan atas alasan ada dua putusan yang
saling bertentangan, sama acuan penerapannya dengan alasan c, d dan f. Lengkapnya lihat'
Ibid, hal. 417t' Lihat Yahya Harahap, op.cit , hal. 414.
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generalisasi dengan mengambil patokan 180 hari dari tanggal putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985
telah merinci cara perhitungan batas tenggang waktu untuk setup alasan.
Menurut ketentuan pasal tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut:
a. Batas tenggang waktu mengenai alasan kebohongan atau tipu muslihat 180
hari terhitung sejak tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat.
Kalau sekiranya kebohongan atau tipu muslihat baru diketahui l0 tahun
sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka tenggang waktu
mengajukan permohonan PK adalah 180 hari dari tanggal diketahui
kebohongan atau tipu muslihat. Bukan 180 hari dari tanggal putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap. la
b. Jika kebohongan atau tipu muslihat telah diproses dalam perkara pidana,
dan pihak lawan yang bohong dan melakukan tipu muslihat sudah dijatuhi
hukuman, batas tenggang waktunya adalah, 180 hari dari tanggal putusan
pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.rs
c. Batas tenggang waktu mengajukan alasan perrrohonan PK atas alasan
diketemukan bukti baru adalah, 180 hari dari tanggal diketemukan surat-
surat bukti baru tersebut.16
Dalam hal kepastian benar atau tidaknya hari dan tanggal diketemukan




serta tanggal diketemukan surat-surat bukti baru harus dinyatakan di bawah
sumpah, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.lT
Tentang siapa yang dimaksud pejabat yang berwenatrg mensahkan
sumpah penemuan surat bukti, tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun
penerapennya dalam praktek dapat dibenarkan oleh berbagai pejabat. Jadi
sumpah dapat diucapkan pihak penemu di hadapan Camat, Panitera Pengadilan,
Hakim, Pejabat Agraria dan sebagainya.rg
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali, harus didasari dengan alasan-alasan yang
kuat, terbatas, dan tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh undang-undang. Demikian halnya batas tenggang waktu untuk
pengajuan, telah dirinci sedemikian rupa guna menghindari adanya
kesewenang-wenangan, baik dari pihak penegak keadilan atau penegak hukum





ANALISIS TENTANG PEI\INJAUAN KEMBALI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
A. Alasan Putusan Pengadilan yang Dapat Ditinjau Kembali
Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, sudah mutlak bersifat litis finiri opperte, yang berarti setiap
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah bersifat final,
tidak bisa diganggu gugat lagi. Pada diri putusan sudah terkandung segala
macam kekuatan hukum yang bersifat mutlak. Pada putusan hakim sudah
mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak kepada para pihak. Juga dengan
sendirinya menurut hukum telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak
kepada para pihak sekaligus mempunyai kekuatan eksekutorial yang mutlak
kepada para pihak. Namum karena adanya hal-hal yang diketahui setelah
putusan dijatuhkan, dimana hal tersebut sangat menentukan kemenangan
dipihak terkalahkan, atau dalam putusan tersebut ternyata pihak hakim keliru
atau salah dalam menerapkan hukum, baik dalam menerapkan hukum formil,
maka putusan tersebut berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali.
Berdas arkan pada alasan-alasan sebagai beri kut:
L Adanya. Alat-Alat Bukti dan hal-Hal yang diketahui Setelah Perkara
Diputus.
Kemungkinan adanya putusan hakim atau putusan pengadilan yang,
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dianggap keliru atau batal dan dapat ditinjau kembali adalah adanya surat-surat
bukti yang ditemukan dari pihak terkalahkan. Adanya surat-surat bukti sangat
menentukan dan surat-surat bukti tersebut tidak didapati selama proses
pemeriksaan atau persidangan sedang berjalan.l Hal tersebut sebagaimana
tercantum di dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-undang No,l4 Tahun 1985
mengenai alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut:
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan.2
Kemungkinan lain suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, ternyata putusan tersebut didasarkan pada kebohongan atau tipu
muslihat dari pihak lawan, kemudian kebohongan atau tipu muslihat tersebut
barn terbongkar dan dapat dibuktikan melalui putusan pidana.3 Hal ini
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat I sebagai berikut:
Apabila putusan didasarkan pads suatu kebohongan atau tipu muslihat
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.a
Demikian halnya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, ternyata putusan tersebut telah dikabulkan suatu hal yang
tidak dapat dituntut atau lebih dari yang dituntut.5 Hal ini sebagaimana
t Lihat M. Yahya. Harahap, Kedudtttcon Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Iakafia:
Pustaka. Kartini, 1989), hal.408.2 Undang-Undang No. 14/85.
'Lihat M. Yahya Harahap, loc-cit.a-(Indang-Ltndang No. t4/1985, pasal 67 ayat l).
'Lihat, M. Yahya Harahap, Ioc-cit.
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tercantum di dalam Pasal 67 ayat 3 undang-undang No.l4 Tahun l9g5
sebagai berikut:
Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.6
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan batalnya
putusan hakim dan dapat ditinjau kembali atas adanya alat-alat bukti yang
ditemukan kemudian adalah: (a) adanya surat-surat bukti yang ditemukan,
dan surat-surat bukti tersebut sangat menentukan menangnya pihak
terkalahkan. (b) Putusan tersebut didasarkan kebohongan atau tipu muslihat
dari pihak lawan. (c) Adanya dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau
lebih dari yang dituntut
2. Adanya Kekeliruan atau Kesalahan yang Nyata Dari pihak Hakim
a. Kesalahan dalam menerapkan hukum formil
Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa
yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara, dan mengakhiri sengketa
atau perkara dengan adil dan benar.
Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan
adalah fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. peraturan hukumnya
hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah fakta atav
peristiwanya.T
i Y:atrg-Yfdang No. I 4/ I g8s, (pasal 67 ayat 3).
' Lrhat Sudikno Mertokusumo, SfL, Hukum 'Acara Perdata Indonesia, (Jakarta: Liberty,
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Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa,
maker hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai
sengketa antara kedua belah. Pihak.s
Hakim dianggap tabu akan hukumnya. Soal menemukan hukumnya
adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belch pihak. Oleh karena itu
hakim adalah mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya
melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.e
Menemukan atau mencari hukum dalam suatu peristiwa, tidak sekedar
mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang
dicari hukumnya. Untuk mencari atau menemukan hukumnya undang-
undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu
harus diarahkan kepada. undang-undangnya, sebaliknya Undang-undangnya
harus disesuaikan dengan peristiwan y a y ang konkrit. l0
Setelah hukumnya diternukan dan kemudian undang-undangnya
diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan
putusannya. Untuk itu hakim harus memperhatikan 3 faktor yang seyogytnye
diterapkan pengadilan atau hakim secara propesional, yaitu: keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan pihak






kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum,
tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan
masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor, berarti mengorbankan
faktor-faktor yang lain. I I
Hakim dalam mencari dan memutuskan hukum suatu perkara,
hendaklah bersumber pada: (a) perundang-undangan, (b) hukum yang tidak
tertulis, (c) putusan desa, (d) yurisprudensi, dan (e) ilmu pengetahuan.12
Hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat merupakan
sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan social yang
hidup dalam masyarakat, dan is harus memberi putusan berdasarkan atas
kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu.13.
Bahwa putusan desa merupakan sumber untuk menemukan hukum bagi
hakim bagi hakim, yang diletakkan secara tertulis dalam pasal 12 a HIR.ra
Putusan desa ini merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian
desa yang merupakan peradilan yang sesungguhnya. Yurisprudensi merupakan
sumber hukum juga, Ini berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai
" Ibid.hal 16rt2lbid,hal162
]l Litat Undang-Undang No 14 Tahun 1970 (Pasal 27 ayat l)
'n Lihat Sudikno. Loc cit.
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perkara yang sejenis yang pernah diputuskan.15
Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum
Perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan
pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan
mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum.l6
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim di dalam
memutuskan suatu perkara, hendaklah memutuskan dengan adil dan benar,
yang berlandaskan pada perundang-undangan yang telah diterapkan, hukum
yang tidak tertulis, yurisprudensio putusan desa, dan ilmu pengetahuan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seorang hakim dalam
memutuskan sesuatu perkara, ternyata menyalahi baik perundang-undangan,
hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi dan lain-lain, maka putusannya
berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali. Hal ini sebagaimana tercantum
di dalarn Pasal 67 ayat 5 dan 6 yang dinyatakan bahwa peninjauan kembali
putusan dapat diajukan sebagai berikut:
a. Apabila anlara pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas
dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan
putusan yang bertentangan satu sama lain.
b. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau
15 Kalau tiap kali ada putusan mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh'
pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.t6 Lrhat lbid.
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suatu kekeliruan yang nyata.rT
Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seorang hakim dalam
memutuskan suatu perkara ternyata menyalahi ketentuan baik dalam
menerapkan hukum material maupun dalam mempertahankan hukum formil,
maka hal itu putusannya berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali.
Sehubungan dengan hal tersebut, hukum Islam telah menetapkan bahwa
landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu: (a)
nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari AI-
Moran dan Surinah, (b) hukum-hukum yang telah disepakati oleh Ulama dan
(c) hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara pasti.rs
Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim itu terdapat
hukumnya di dalam nash atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah
disepakati oleh ulama", atau telah diketahui secara dilaluri oleh kaum
muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang menyalahi yang
tersebut itu, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.le
Apabila hakim menjatuhkan dengan putusan dengan ijtihadnya sendiri,
dan ternyata keputusannya tersebut bertentangan dengan nash kitab (Al-
Qur'an) atau sunnah, atau ijma atau qiyas jaly, maka keputusannya menjadi
17 Anonim, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
Sekretariat, Negara, 1985), hal. 26.tt Lihat Muhammad Salam Madkur, Atqadta
Arabiyab, 1970, hal. 93,to lbid.
Tentang Mahkamah Agung (Jakarta:
Fit Islqm Kairo: Dar Nandah. al-
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batal, baik sebagian hakim maupun bukan hakim.20
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang hakim
dalam memutuskan suatu perkara, ternyata menyalahi nash-nash yang pasti
ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan Hadits,
hukum -hukum yang telah disepakati oleh pares ulama, dan hukum-hukum
Yang telah dikenal dalam agama secara pasti, maka putusan tersebut berhak
dibatalkan dan dapat ditinjau kembali.
2. Kesalahan dalam menerapkan hukum formil
Adapun kesalahan hakim dalam menerapkan hukum formil antara lain:
a. Tidak mendengar kedua belah pihak
Dalam Hukum Acara perdata kedua belah pihak harus diperlukan
sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, bahwa mengadili menurut
hukum dengan tidak mendengar orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5
ayat I Undang-Undang No. 1411970 mengandung arti bahwa di dalam hukum
acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas
perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesepakatan
untuk memberi pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh
menerima keterangan dari salad satu pihak sebagai yang benar, bila pihak
lawan yang tidak dengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan
2osebagaimana. dikutip,
Syari'at Islam, Jilid III (Jakarta:
1986), hal. 34.
Departemen Agama. Rl, Komplikasi Hukum Acara Menurut'
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
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pendapatnya.2t
b. Tidak terbukanya persidangan
Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk
umum yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan
pemeriksaan persidangan. Dengan tujuan untuk memberi perlindungan hak-
hak azasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan
pemeriksaanfair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.22
Asas ini dijumpai dalam pasal 17 dan 18 UU. l4ll970.
c. Hakim tidak bersifat passif
Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat dalam arti kata
bahwa ruang lingkup atau luss pokok sengketa yang diajukan kepada hakim
untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan
bukan oleh hakim-hakim hanyalah membantu para pencari keadilan atau pihak
berperkara dan berusaha mengatasi segala. hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan.23
d. Putusan tidak disertai alasan-alasan
Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang
dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu
dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya
2r Lihat Sudikno, op-cit.,hal.
u Lrhat lbid,, hal. I l.2t lbid,hal. lo
t2.
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terhadap masyarakat, sehingga karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena
adanya alasan itulah makes putusan mempunyai wibawa dan bukan karma
hakim tertentu yang menj atuhkan.2a
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses jalannya
persidangan peradilan, pada prinsipnya ditegaskan hendaknya persamaan hak
di muka hukum harus dilaksanakan, guna terciptanya keadilan dan kebenaran
yang dikehendaki
Sejalan dengan hal tersebut, di dalam hukum Islam: sangat ditegaskan
agar persamaan hak di hukum harus ditegakkan. Hal tersebut sebagaimana
telah dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur bahwa apabila hakim
duduk mengadili pihak-pihak yang bersengketa, maka haruslah bersikap tidak
memihak, tidak ada yang menjadi perhatiannya selain pemeriksa perkara itu,
dan jika keadaannya berubah sebab marah, susah, gembira yang berlebih-
lebih, sakit atau bosan, lapar atau mengantuk, maka berdirilah, sampai
keadaan normal kembali bare melanjutkan sidang.25
Dan di masa Nabi SAW. sampai masa-masa khalifah-khalifah
sesudahnya, sidang pengadilan selalu diadakan di tempest terbuka di Mesjid
atau di tempest umum yang tidak ada larangan orang lain mengikuti jalannya
persidangan, jadi prinsipnya persidangan dalam peradilan Islam adalah
terbuka dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan sengketa itu
'o lbid.hal. 136 Lihat Muhammad Salam Maskur, op cit. hal. 48
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diikut sertakan, sehingga perkara itu selesai membawa ketenangan.26
Dan hakim tidak boleh memutus perkara yang saksi-saksinya terdiri
dari orang-orang yang tidak dapat di terima kesaksiannya seperti ayah, anak
atau isteri, dan tidak boleh juga terhadap orang yang kesaksiannya itu ada
permusuhan antara keduanya, dan apabila putusan tetap dijatuhkano maka
putusan tersebut dimohonkan untuk dibatalkan. 27
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam
menyelesaikan suatu perkara hendaklah tidak memihak arfiara pihak-pihak
yang berperkara, dan tidak diperkenangkan memutus perkara yang saksi-
saksinya terdiri dari orang-orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya Jika
hal tersebut putusan tetap dijatuhkan, maka putusan tersebut berhak dibatalkan
dan dapat di-tinjau kembali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum
Islam sangat menegakkan adanya keadilan, kebenaran, dan persamaan hak
dimuka hukum harus ditegakkan.
Demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Islam bukan saja membina
mental para hakim agar tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan pihak-
pihak yang berperkara, tetapi juga membina pihak lain tidak memberikan
berupa apa saja, dengan maksud agar hakim dapat mempertimbangkan putusan-
nva.
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang keadilan,
'u lbid.hal.4927 tbid.tpll5o
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kejujuran dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan suatu kewajiban bagi
setiap anggota masyarakat termasuk di dalamnya badan-badan peradilan atau
para hakim yang diberi tugas untuk melaksanakan peradilan. Hal ini berarti
akan memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga
masyarakat atau terdakwa selama masuk dalam proses penyelesaian perkara
untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Menghormati pribadi orang lain secara terang-terangan diperintahkan,
bahkan ada larangan untuk memperolok-olokkan orang lain. Pada waktu yang
sama konsepsi tentang tanggungiawab manusia mengandung kewajiban untuk
mengakui, memelihara, menetapkan kehormatan diri sendiri. Dalam
pandangan ganda inilah yang patut dihormati dan dipahami oleh setiap
manusia.2S
Untuk terjadinya keadilan yang merata bagi setiap individu untuk
mendapatkan kehormatan bagi dirinya diharapkan agar jaminan keadilan
merata bagi setiap warga negara yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
a. Harus didengar setiap pengaduan rakyat tentang tidak terlaksananya
kehormatan persamaan dalam hukum arfiara mereka dengan golongan
yang berpangkat, terpengaruh dari pada wartawan, orang-orang yang
kuat. Pengaduan itu harus disidangkan dari kepada mereka itu diminta
supaya menghadap ke sidang pengadilan, tetapi jika pengaduan tidak
28 Marcel A. Boisard, Humanisma De Islam, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi,
Humanisme Dalam Islam (Jakafta: Bulan Bintang, 1980), hal. I I 1.
69
disidangkan karena memang sengaja atau karena takut (diancam) maka
ini berarti kehormatan persamaan yang diakui Undang-Undang telah
menjadi tertawaan atau permainan yang disebabkan oleh kekacauan
masyarakat.
Setiap warga negara wajib merasakan adanya keadilan dalam segala
prosedur peradilan, jika antara dua lawan yang berperkara itu wajib
disamakan dalam cara keterangan keduanya, diberi kelonggaran untuk
mengemukakan alasannya secara bebas sekali, tanpa diadakan perbedaan
antara si miskin dan si kaya, si lemah dan si kuat dan si rendah dan si
berpengkat inggi.
Pengadilan wajib berjalan berlandaskan Undang-Undang yang
ditetapkan, terutama mengenai kehormatan adanya keberanian dan
keadilan.2e
Seiring dengan hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleb
Dr. Anwar Harjono bahwa "persamaan hak dimuka hukum adalah salah satu
ajaran pokok Islam.3o
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam sangat
menekankan persamaan hak dimuka hukum tanpa memandang kepada siapa
saja, bask is sebagai pejabat tinggi, kaya atau miskin dan lain-lain.
2e Mustafa Husni Assiba'I Isyitiraktyatu Fit Islam, dialih Bahasaksn OIeh Oteh M Abdo'I
Ratomi : Kehidupan Sosial Merurut Islam @andl'mg: CV. Dipenogorq 1981) hsl. 139





Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya peninjauan kembali
atas batalnya putusan hakim adalah suatu upaya untuk mewujudkan persamaan
hak dimuka hukum, demi tegaknya keadilan dan kebenaran ditengah
masyarakat.
B. Tatacara Mengajukan Permohonan PK
Adapun mengenai tatacara pengajuan permohonan diatur dalam pasal 70
ayat I dan dalam pasal 72 UU No. 14 Tahun 1985 sebagai berikut:
1. Disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan
Meskipun pasal 70 ayat I menyatakan permohonan PK diajukan kepada
mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara
pada tingkat pertama, tetapi menurut pasal 7l ayat I permohonan
harus disampaikan atau dimasukkan atau kepaniteraan pengadilan. 3l
2. Permohonan berbentuk tertulis dan menyebut alasan.
Pasal 7l ayat I secara tegas menyebutkan bentuk permohonan PK.
Bentuknya mesti "tertulis" dalam surat permohonan harus
mencantumkan alasan yarug sejelas-jelasnya yang menjadi dasar
permohonan. Permohonan tertulis tersebut yang dimasukkan
3r Perrnohonan harus dimasukkan di kepaniteraan pengadilan, bukan langsung kepada ketua




Membayar Biaya Perkara yang diperlukan
Mengenai keharusan membayar perkara diatur dalam pasal 70 ayat
l. Pembayaran biaya perkara tampaknya dijadikan sebagai syarat
formil permohonan PK. Selama biaya perkara belum dilunasi
pemohon pelaksanaan administrasi yustisial atas pemohon ditunda,
dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung tidak bisa
dilaksanakan. Tentang jumlah perkara disesuaikan deagan jumlah
yang diperlukan. 33
Mengirim salinan permohonan kepada pihak lawan
Tatacara selanjutnya diatur dalam pasal 72, tata cara ini Baru dapat
dilaksanakan Panitera setelah pemohon membayar biaya perkara
yakni Panitera memberikan atau mengirimkan "salinan- permohonan
peninjauan kembali kepada pihak lawan.3a
Tenggang waktu Pengiriman salinan kepada lawan
Dalam melaksanakan kewajiban pemberitahuan atau pengiriman
salinan permohonan kepada pihak lawan panitera harus berpegang
kepada tenggang waktu yang ditentukan pasal 72 ayat l. Yakni
selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari tanggal penerimaan
4.
5.
32 Kalau pemohon tidak pandai menulis,
hadapan Ketua Pengadilan Jelasnya lihat Pasal 7l
"'Lihat Harahap, op- cit., hal. 418.to lbid.




6. Kedudukan Pihak Lawan Atas permohonan
Mengenai Permohonan PK, disamping dia secara resmi
berkedudukan sebagai termohon PK, khusus untuk menghadapi
"salinan" Surat permohonan yang diberikan atau dikirimkan
kepadanya, termohon mempunyai dua kedudukan yang disesuaikan
dengan alasan permohonan PK yang diajukan kepadanya.
a. Berhak mengajukan -jawaban"
Inilah kedudukan yang semua pihak lawan atau termohon PK jika
permohonan PK didasarkan alas alasan yang disebut dalam pasal
67 huruf a ataa b. Menghadapi alasan permohonan PK yang
semacam itu, pihak lawan dapat aktif mengajukan jawaban
sebagai kontrak terhadap permohonan.
b. Berkedudukan sebagai pihak "agar dapat mengetahui-.
Kedudukan pihak lawan yang kedua bersifat "pasif' pemberian
atau pengiriman salinan Surat permohonan PK, tidak
menimbulkan hak apa-apa. pemberian atau pengiriman tersebut
hanya untuk sekedar agar pihak lawan dapat mengetahui adanya
permohonan PK dari pihak pemohon. Kedudukan pasif seperti itu
" Mengenal keterlambatan panitera mengirim salinan permohonan, tidak dapat
diganjar, hanya dapat dianggap melanggar tugas jabatan, lihat ibid.
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ditempatkan undang-undang kepada pihak termohon apabila
permohonan PK didasarkan atas alasan yang ditentukan dalam
pasal 67 huruf c, d dan f.36
7. Tenggang waktu mengajukan jawaban
Sebagaimana telah terurai, pihak lawan atau termohon FK berhak
mengajukan jawaban alasan permohonan PK apabila permohonan
didasarkan atas alasan didalam pasal 67 huruf a dan b. Tenggang
waktu untuk mengajukan jawaban menurut pasal 27 ayat 2 ialah 30
hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan PK. Lewat dari
tenggang waktu tersebut, dianggap dia tidal akan mengajukan
jawaban, dan berkas perkara serta Surat-Surat yang berhubungan
dengan permohonan PR Sudan dapat dikirimkan kepada Mahkamah
Agung- Jika pihak lawan ada mengajukan jawaban, tata caranya
adalah sebagai berikut:
a. Jawaban diserahkan atau dikirimkan ke pengadilan yang
bersangkutan.
b. Tugas panitera atas surat jawaban
Tugas Panitera atas surat jawaban adalah membubuhi hari,





8. Pengiriman berkas perkara
Pengiriman berkas perkara diatur dalam pasal 72 ayat I yang
menentukan tiga hal sebagai berikut:
a. Yang kepada Mahkamah Agung ialah berkas perkara secara
keseluruhan secara lengkap.
Biaya perkara, dan
Tenggang waktu pengiriman selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 3o hari.38
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa tatacara pengajuan
permohonan peninjauan kembali, tidaklah terlalu sulit untuk dilaksanakan,
Hanya saja melalui beberapa syarat-s yarut tertentu; hal ini untuk menjaga
keseimbangan dan keselarasan balk dari pihak pengadilan atau hakim sebagai
penegak hukum, maupun dari pihak yang berperkara Berbagai pencari
keadilan; dalam hal ini adalah yang terkalahkan dan yang memenangkan.
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Peninjauan Kemhali Putusan
Pengadilan
Dengan adanya Peninjauan Kembali, Yakni di-undang- Undang No' 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang
memuat aturan tentang peninjauan kembali atas batalnya putusan hakim yang
3E Tenggang waktu pengiriman 30 hari yang dimaksud adalah 30 hari dari habisnya




dianggap keliru atau kesalahan yang nyata, dan diundangkannya Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Yang memuat pasal-
pasal mengenai aturan pelaksanaannya; hal ini suatu upaya akan pentingnya
keadilan dan kebenaran Yang harus ditegakkan, sebagai menipestasi adanya
hak-hak asasi setiap manusia.
Hukum Islam datang untuk Mengangkat hak-hak kemanusiaan dari
ikatan-ikatan yang membelenggu kebebasan manusia dan menjaga hak
kemanusiaan itu agar tidak dipermainkan dan disalahgunakan yang meliputi
kebebasan beragama, kebebasan berusaha, kebebasan berteduh, kebebasan
memperoleh keadilan dan lain-lain kebebasan yang merupakan sendi-sendi
kepribadian seseorang.3e
Dalam hal memperoleh keadilan misalnya, hukum Islam sangat
menekankan agar keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan hak
kepada yang berhak dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan
Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di
antara sesama manusia.ao
Persamaan hak dimuka hukum adalah salah situ ajaran pokok hukum
Islam. Baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti Yang terbatas, yakni
hubungan antara makhluk dan khaliknya maupun dalam arti Yang luas, yakni
hubungan muamalat antara manusia dengan manusia. Hukum Islam mengakui
'n Lihat Sayyid Sabiq,, Anasirul Kuwait Fit Islarz ditojemalrkan oleh Salim Balreisy, Sumber
Kehtatan Islam (Surabaya: Bina llmu, l9E2), hal. 185.
n0 Lihat Sayyid Sabiq,, Fiqhi As-Stmnoh, Jilid V @eirut Daar al-Fla), 1977,hal.20.
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prinsip-prinsip persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.
Dalam Kaitan tersebut, Allah telah menurunkan "kon6titusi hidup"
untuk di dunia dan akhirat, dan telah menerangkan kepada hambanya,
kewajiban-kewajiban Para hakim dan mahkum, serta kepada siapa kewajiban
menyampaikan hak itu dibebankan, dan kewajiban hakim untuk tunduk &an
tact dalam batas-batas "radiasi" perintah-perintahnya.o2 Firman Allah dalam
Q.S. an-Nisa'(4): 58.
1rg3 oi q"rlT c;; 
-{s; L$Lf Ayg:g lrl,p oi flU 
"fi( "4 rtilJ
@ (*;. Ly;'ot{'fri'b1":1; 5f,4 Lb'ftfr ""1,; iA\
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu. menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baikny.a kepadamu,
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. *'
Al-Zamakhsyary Mengemukakan bahwa dalam ayat ini Allah SWT.
Memerintahkan kepada pemimpin untuk menunaikan amanah yang diberikan
kepadanya dan bila memutuskan sesuatu hendaklah dengan cara yang adil.&
nt Lihat Anwar Hrjono), Hulram Islam Kehtasaan dan Keadilan (Jakarta: Bulan Bintang
t987),hal.214.
a Lihat Muhammad Salam Madkur, At- Qadli Fil Islam (Kairo: Daar Nandah al-
Arabiyyah, 1974), hal. ll
nt Departemen Agama Fil, Al-Qar'an Dan Terjemahnyo (Semarmg: Toha Putrq 1995), hal.
128.
* Lihat Aby al-Qasim Jarullah Muhanrmad bin Umar al-Zamakhsyary, Al-Kasysyafan
Haqatq al-Tatuil Wa'Uyun al-Aqawil Fi Wuyun al-Ta'wil, Juz I ,Beirut Mustafa al-Babi al-Halabi,
t.th.. hal.. 535.
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Pada ayat lain Allah berfirman di dalam Q.S. Al-Hadid (57): 25' sebagai
berikut:
AAi ?r4. Stgis +4i )#1 slis 4t a7: at"ri :")
,&,2;- i; Sit &: ql:x. &:i 3,.,rra irs.* :4g o:tiS",*1u,
Terjemahnya:
Sesungguhnya kami telah mengutus rascal-rascal kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka al-
Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang
menolong (agamanya) den rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya,
Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.as
At-Tabari menjelaskan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya
dengan membawa penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil yang jelas dan
menurunkan kitab yang mengandung hukum-hukum, syariat dan neraca
(keadilan). Menurut Qatadah, al-Mizan adalah al-Haq (kebenaran) hal ini
adalah apayarLg dapat diterima dan diamalkan.ao
Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan dan kebenaran
harus tegak di tengah-tengah masyarakat, dengan tidak pilih kasih baik
kerabat, teman, musuh, dan sebagainya, dan kezaliman harus diluruskan dan
as Departemen AgamaRI, op- cit, hal. 904.6 Lihat Aby Ja'far Muiammad bin Jarir'al-Tabari, Jan'al-Bayan Fi Tafsir aI-
Qur'an, Juz XXV[, t.tp., Mustafa al-Babi al-Halabi, hal.236.
,+Ur'ef 'bt $t,{t.,33
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bile perlu dengan kekerasan dalam arti bahwa bila. terjadi ke sewenang-
wenangan di antara umat manusia adalah keharusan untuk menghilangkannya
sesuai kemampuan masing-masing. Dan perlu dicatat bahwa keadilan harus
menjadi alat penukar dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai social masyarakat
baik masa sekarang maupun mesa yang akan datang.
Karenanya, demi tegaknya keadilan dan kebenaran di tengah-tengah
masyarakat, maka setiap putusan hakim yang dianggap menyalahi ketentuan-
ketentuan perlu ditinjau kembali. Sebagaimana telah dikemukakan oleh
Muhammad Salam Madkur bahwa kepada qadlil qadlat diberi hak untuk
meninjau kembali semua putusan pengadilan di bawahnya dan membatalkan
putusan yang di pandang tidak benar, maka ditetapkannya sebagaimana
adanya.aT
Dengan demikian des at disimpulkan bahwa adanya Peninjauan Kembali
atas putusan hakim atau pengadilan yang dianggap keliru menurut Undang-
Undang No. 14i1970 dan menurut Undang-undang No.14 Tahun 198, sesuai
dengan hukum Islam.





1. Peninjauan kembali putusan merupakan pemeriksaan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan
Kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang diatur mentrut
Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kehakiman dan Undang-undang
No_14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksanaannya.
2. Alasan-alasan putusan pengadilan yang dapat ditinjau kembali kamra adanya
alat-alat bukti yang sangat menentukan ditemukan setelah putusan dijatuhkan.
Adanya kekeliruan atau kesalahan yang nyata dari pihak hakim, seperti
kesalahan dalam menerapkan hukum formil. Adanya kesalahan yang nyata
dari pihak hakim baik menyalahi hukum materil maupun salah dalam
menerapkan hukum formil. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan
adanya peninjauan kembali putusan pengadilan merupakan suatu upaya
hukum akan pentingnya keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan;
sebagai manispestasi adanya hak-hak asasi setiap manusia.
3. Tatacara peninjauan kembali putusan pengadilan adatah disampaikan di
kepaniteraan pengadilan. Permohonan dalam bentuk tertulis atau lisan dan
menyebut alasan. Mengirim salinan permohonan kepada pihak lawan.
Tenggang waktu pengiriman salinan putusan selambat-lambatnya 14 hari
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setelah penerimaan permohonan. Pihak lawan mengajukan jawaban.
Tenggang wakhr untuk mengajukan jawaban 30 hari dari tanggal penerimaan
salinan permohonan peninjauan kembali. Hal tersebut sesuai dengan hukum
acara peradilan Islam
B. Saran
1. Bagi masyarakat khususnya pares pencari keadilan yang meftNa dijatuhi
putusan yang dianggap salah, baik kesalahan dari pihak lawan maupun
kesalahan yang nyata dari pihak hakim, hendaknya tidak Began-Began
mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk memperoleh hak,
keadilan dan kebenaran
2. Sebagai hakim yang diberi arnanah untuk memutuskan suatu perkara,
hendaknya memutuskan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan,
demikian hendaknya kedua pihak yang berperkara di muka
hukum , agw putusan yang nantinya diterima baik oleh kedua belch pihak;
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